Buku ini merupakan panduan komprehensif yang mencakup
berbagai aspek hukum, antara lain hukum ketatanegaraan, perda- 1 -
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hukum dagang, dan hukum internasional. Diawali dengan pemba-
hasan mengenai pengertian hukum, tujuan, fungsi, unsur-unsur,
sistem hukum, dan perkembangan ilmu hukum. Buku ini kemudi-
an mendalami sistem hukum dan hukum ketatanegaraan, terma-
suk pengertian, ciri-ciri, sumber, asas, dan ruang lingkupnya.
Kemudian mendalami hukum perdata dan hukum administrasi
negara, beserta pengertiannya, unsur-unsurnya, sumbernya, ob-
jeknya, subyeknya, dan ruang lingkupnya. Kemudian mendalami
hukum pidana dan hukum acara pidana dengan fokus pada
asas-asasnya dan perlindungan konsumen. Buku ini diakhiri
dengan pembahasan mengenai hukum dagang dan asas-asas

hukum internasional, termasuk pengertian, sejarah, sumber,
tujuan, pokok bahasan, dan bentuknya. Buku ini merupakan refe-
rensi berharga bagi mahasiswa, praktisi hukum, dan siapa saja
yang tertarik memahami hukum dalam konteks lokal dan interna-
sional. |
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UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang
terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku
terhadap:

i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan
peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;

ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan
penelitian ilmu pengetahuan;

iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan
pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman
sebagai bahan ajar; dan

iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan
yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan
tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
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KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang,
segala puji bagi-Nya yang telah memberikan petunjuk dan
rahmat-Nya kepada kita untuk dapat menyusun buku ini. Buku
ini, berjudul "Pengantar Hukum Indonesia," merupakan upaya
untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai
sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Melalui penelitian
mendalam dan pengumpulan informasi, kami berharap buku ini
dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi
hukum, dan siapa pun yang tertarik memahami dasar- Pembaca
akan dibimbing melalui perjalanan sejarah hukum Indonesia,
memahami prinsip-prinsip dasar hukum, dan menjelajahi
perkembangan hukum di tengah dinamika masyarakat. Selain itu,
buku ini mencakup isu-isu kontemporer yang relevan dengan
perkembangan hukum terkini, memberikan wawasan mendalam
terhadap tantangan dan perubahan dalam sistem hukum
Indonesia.

Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah
memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak
langsung, dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat
memberikan nilai tambah bagi pengetahuan hukum Indonesia
dan menjadi referensi yang berharga.

Terima kasih kepada keluarga, teman, dan semua pihak yang
turut serta dalam perjalanan pembuatan buku ini. Semoga buku
ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumber inspirasi bagi
pengembangan ilmu hukum di tanah air. Akhir kata, semoga kita
senantiasa berada di bawah rahmat dan petunjuk-Nya dalam
menjalani kehidupan yang penuh keadilan dan kebenaran.

Tondano, Februari 2024

Penulis
Stince Sidayang
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———BAB1

' I SEJARAH HUKUM DAN SUMBER
HUKUM

A. Pengertian Hukum

Dalam kehidupan bermasyarakat, ada peraturan berupa
norma dan sanksi yang dibuat dengan kesepakatan bersama.
Hukum dibuat dengan tujuan mengatur dan menjaga ketertiban,
keadilan sehingga kekacauan bisa terkendali atau dicegah. Setiap
negara memiliki peraturan hukum yang berbeda-beda, termasuk
negara Indonesia. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3, Indonesia
merupakan negara hukum dan setiap warga negara Indonesia
harus mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam
kehidupan bermasyarakat, ada peraturan berupa norma dan
sanksi yang dibuat dengan kesepakatan bersama. Hukum dibuat
dengan tujuan mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan
sehingga kekacauan bisa terkendali atau dicegah.

Setiap negara memiliki peraturan hukum yang berbeda-beda,
termasuk negara Indonesia. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3,
Indonesia merupakan negara hukum dan setiap warga negara
Indonesia harus mematuhi aturan hukum yang berlaku di
Indonesia. Hukum di setiap negara merupakan peraturan yang
secara adat, resmi dianggap mengikat dan diresmikan oleh
penguasa negara atau pemerintah. Ada banyak sekali hukum di
Indonesia, Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan
presiden, sampai peraturan daerah. Jika ada warga negara
Indonesia yang tidak mematuhi hukum-hukum tersebut, maka
akan dikenakan sanksi, bisa berupa penjara atau membayar

denda.

B. Apakah Hukum Itu ?

Dalam kajian ilmu hukum, pertanyaan yang sering kali
muncul adalah “apakah itu hukum”atau “apakah sebenarnya yang
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=—BAB:
SISTEM HUKUM DAN HUKUM TATA
NEGARA

A. Sistem Hukum

Sistem hukum merupakan sistem terbuka (mempunyai
kontak timbal balik dengan lingkungannya). Sistem hukum
merupakan kesatuan unsur-unsur (yaitu peraturan, penetapan)
yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi,
sejarah, dan sebagainya.Hukum di suatu negara bertujuan untuk
memberikan jaminan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat.
Ketertiban tersebut akan terjaga apabila masyarakat mentaati
hukum yang ada. Terdapat lima sistem hukum (legal system) di
dunia, yaitu sistem hukum sipil (civil law), sistem hukum Anglo
Saxon (common law), sistem hukum agama, sistem hukum adat,
dan sistem hukum negara-negara blok timur (sosialis).

1.  Sistem Hukum Sipil (Civil law)

Sistem hukum sipil adalah sistem hukum yang diilhami dari
hukum Romawi, dikodifikasi, dan tidak dibuat oleh hakim pada
masa pemerintahan Kaisar Justinianus. Sistem ini merupakan
sekumpulan gagasan dan sistem hukum yang berasal dari Codex
Justinianus, namun juga banyak dipengaruhi oleh hukum
Jermanik Awal, hukum gereja, hukum feodal, praktik lokal, serta
kecenderungan doktrinal seperti hukum kodrat, kodifikasi, dan
positivisme hukum.

Hukum sipil bersifat abstrak, di mana asas-asas umum
dirumuskan, dan perbedaan antara hukum substantif dengan
prosedural ditekankan. Dalam sistem ini, legislasi dipandang
sebagai sumber hukum utama, dan sistem pengadilannya
biasanya tidak terikat dengan pendahulu (stare decisis) dan terdiri
dari petugas-petugas yudisial terlatih dengan kekuasaan
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———BAB3
I I HUKUM PERDATA DAN

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

A. Istilah dan Pengertian Hukum Perdata

Istilah Hukum Perdata pertama kali diperkenalkan oleh
Profesor Djoyodiguno sebagai terjemahan dari burgerlijk recht. Di
samping istilah itu, sinonim Hukum Perdata adalah civiel recht
dan privatrecht. Dilihat dari ruang lingkupnya, istilah Hukum
Perdata dalam arti luas, meliputi Hukum Privat Materil, yaitu
segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan
perseorangan. Istilah perdata juga lazim dipakai sebagai lawan
dari pidana. Ada juga yang memakai istilah Hukum Sipil untuk
Hukum Privat Materil, tetapi karena istilah sipil juga lazim dipakai
sebagai lawan dari militer.

Istilah Hukum Perdata, dalam arti yang sempit, sebagai lawan
Hukum Dagang, seperti dalam Pasal 102 Undang-undang Dasar
Sementara, yang menitahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di
negara Indonesia terhadap Hukum Perdata dan Hukum Dagang,
Hukum Pidana Sipil maupun Hukum Pidana Militer, Hukum
Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana, serta Susunan dan
Kekuasaan Pengadilan. Istilah Perdata telah diterima secara resmi
untuk pertama kali dan dicantumkan dalam perundang undangan
Indonesia, yaitu:

1) Konstitusi RIS yang dicantumkan dalam Pasal 15 ayat 2,
Pasal 144 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1).

2) UUDS yang dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 101
ayat (1) dan Pasal 106 ayat (3).

Hukum Perdata dapat dibagi dalam dua macam, yaitu:

1) Hukum Perdata Materil. Hukum Perdata Materil lazim

66 Pengantar Hukum Indonesia



———BAB4
I I HUKUM PIDANA DAN

HUKUM ACARA PIDANA

A. Hukum Pidana

Dari banyaknya bidang di dunia ini yang mencakup sosial,
politik, ekonomi, dan lain sebagainya menunjukkan adanya
kebebasan di dalam bermasyarakat. Hukum pidana disini dapat
memberikan perannya melalui pemerintah dalam menetapkan
perbuatan- perbuatan tertentu sebagai tindak pidana baru dan
memberi perintah kepada para penegak hukum untuk memasuki
berbagai bidang-bidang yang luas tersebut. Hukum pidana yang
dimaksud adalah adanya berbagai ketentuan yang lebih banyak
berisikan suatu kebijakan mengatur dengan norma-norma hukum
pidana. Dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah
pengertian dapat membantu memberikan gambaran atau
deskripsi awal tentang hukum pidana. Pidana artinya hukuman,
sanksi, rasa, sakit, penderitaan. Hukum Pidana berarti Hukuman
atau peraturan- peraturan tentang hukuman atau pidana.

Pidana berasal dari kata straf (Belanda) yang sering
didefinisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain
sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan
oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai
akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah
melanggar larangan hukum pidana. Aturan mengenai hukum
pidana selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
akan perlindungan hukum jika dicermati karakteristiknya hukum
pidana dapat digolongkan kedalam beberapa jenis,diantaranya
adalah hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

Hukum pidana materil mengatur perumusan dari kejahatan
dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dapat
dihukum. sedangkan hukum pidana formil adalah hukum yang
mengatur cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan
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———BAB5
I HUKUM ACARA PERDATA
DAN HUKUM PERLINDUNGAN

KONSUMEN

A. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Perdata

Pada dasarnya, dalam mempelajari ilmu hukum atau lebih
dikenal dengan hukum dapat dibedakan menjadi hukum materil
dan hukum formil. Hukum acara perdata adalah hukum perdata
formil, yang pada dasarnya berfungsi mempertahankan atau
menegakkan hukum perdata materil melalui pengadilan apabila
terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata materil atau terjadi
sengketa. Bahkan hukum acara perdata juga mengatur bagaimana
tata cara memperoleh hak dan kepastian hukum manakala tidak
terjadi sengketa melalui pengajuan “permohonan” ke pengadilan.
Namun demikian, secara umum hukum acara perdata mengatur
proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan
dalam hal penyusunan gugatan, pengajuan gugatan, pemeriksaan
gugatan, putusan pengadilan sampai dengan eksekusi atau
pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam tataran praktik, dapat
dikatakan hukum acara perdata mengatur bagaimana sengketa
dalam lapangan keperdataan diselesaikan melalui jalur litigasi
(jalur pengadilan) dan jalur nonlitigasi (jalur di luar pengadilan).

Bahkan lebih jauh dari itu, hukum acara perdata juga
menyiapkan bagaimana tata cara untuk memperoleh kepastian
hukum dalam keadaan tidak bersengketa, atau mencegah
terjadinya sengketa di kemudian hari. Secara definitif, beberapa
ahli hukum perdata memberikan definisi mengenai hukum acara
perdata:

1) Abdulkadir Muhammad merumuskan secara singkat
bahwa hukum acara perdata sebagai peraturan hukum
yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata
melalui pengadilan, sejak diajukan gugatan sampai dengan
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———BAB6
I DASAR-DASAR HUKUM DAGANG
DAN ASAS-ASAS HUKUM
INTERNASIONAL

A. Pengertian Hukum Dagang

Pengertian hukum dagang adalah ilmu yang mengatur
hubungan antara satu pihak dengan pihak lain dalam urusan
dagang. Definisi lain adalah bahwa hukum dagang adalah
seperangkat norma yang timbul secara khusus dalam
menjalankan bisnis atau beroperasinya suatu perusahaan. Hukum
dagang termasuk dalam kategori hukum perdata, khususnya
hukum kontrak. Hal ini disebabkan karena hukum dagang
berkaitan dengan kegiatan orang-orang dalam urusan bisnis. Oleh
karena itu, hukum komersial bukan bagian dari hukum substantif.

Hukum dagang kemudian juga berlaku terhadap hak dan
kewajiban antara para pihak dalam urusan dagang. UU
Ketenagakerjaan mengatur hal ini. Oleh karena itu, hukum
dagang ditempatkan pada hukum kontrak. Hukum kontrak
adalah hukum yang mengatur kontrak untuk hubungan bisnis
secara khusus.

B. Pengertian Hukum Dagang Menurut Para Ahli

Setelah mengetahui pengertian hukum dagang secara umum,
ternyata masih banyak pandangan lain yang mendefinisikan
hukum dagang. Perbedaan pendapat ini merupakan hal yang
wajar, karena berbeda pikiran tentu berbeda pendapat. Apakah
kamu penasaran? Bagaimana menurut para pakar hukum bisnis?
Kita akan melihat satu per satu di bawah ini.

1) Ahmad Ichsan
Menurut Achmad Ichsan, hukum dagang adalah hukum
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Asas

Badan hukum

Civil law

Common law

Doktrin

Evaluasi hukum

Filsafat hukum

Firma

HAM

SENARAI

sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau
berpendapat.

badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam
hukum diakui sebagai subjek hukum (perseroan,
yayasan, lembaga, dan sebagainya).

sistem ini menekankan pada penggunaan aturan-
aturan hukum yang sifatnya tertulis dalam
sistematika hukumnya.

sistem ini didasarkan pada keputusan-keputusan
pengadilan yang telah diambil sebelumnya dan
prinsip-prinsip hukum yang telah berkembang dari
waktu ke waktu.

pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan,
keagamaan, ketatanegaraan) secara bersistem,
khususnya dalam penyusunan kebijakan negara.

melakukan pengujian dan penilaian terhadap
norma hukum yang bersifat pengaturan (regeling),
yang telah tertuang dalam peraturan perundang-
undangan, namun tidak termasuk di dalamnya
norma hukum dasar negara yang tercermin dalam
konstitusi.

kaitan dengan ilmu hukum, tidak lepas dari
persoalan hubungan teori hukum dan dogmatika
hukum.

sebuah badan usaha yang didirikan dan dijalankan
oleh dua orang atau lebih (disebut firmant) dengan
menggunakan nama bersama atau satu nama yang
digunakan bersama untuk mengembangkan
perusahaanya.

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang
maha esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi
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Hukum

Hukum adat

Hukum perdata

Hukum pidana

Ideologi

In kracht

Keadilan

Legalitas

Lex posteriori
derogat legi priori

Lex specialis derogat
legi generalis

Lex superiori derogat
legi imperiori

kehormatan serta perlindungan harkat dan

martabat manusia.

peraturan atau adat yang secara resmi dianggap
mengikat, dikukuhkan oleh penguasa atau
pemerintah.

hukum yang tidak tertulis (berdasarkan adat);
hukum resam.

hukum yang mengatur hak, harta benda, dan
hubungan antara orang dan orang dalam satu
negara.

hukum yang menentukan peristiwa (perbuatan
kriminal) yang diancam dengan pidana.

kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas
pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan
tujuan untuk kelangsungan hidup.

putusan yang sudah benar dan memiliki kekuatan
hukum tetap.

sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang
adil.

perihal (keadaan) sah; keabsahan.

peraturan perundang-undangan yang kemudian
diberlakukan membatalkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku terdahulu dengan
ketentuan mengatur ketentuan yang sama.

peraturan perundang-undangan yang mengatur hal
khusus mengesampingkan peraturan perundang-
undangan yang bersifat umum.

peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi,
biasanya dibuat oleh lembaga negara yang lebih
tinggi, menderivasi peraturan yang lebih rendah
yang dibuat oleh lembaga negara yang lebih
rendah.
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Lex superiori derogat
legi imperiori

Norma

Ontologi

Paten

Traktat

Yuridis

Yurisprudensi

peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi,
biasanya dibuat oleh lembaga negara yang lebih
tinggi, menderivasi peraturan yang lebih rendah
yang dibuat oleh lembaga negara yang lebih
rendah.

aturan atau ketentuan yang mengikat warga
kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai
panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku
yang sesuai dan berterima.

cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan
hakikat hidup.

hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang
atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri dan
melindunginya dari peniruan (pembajakan).

perjanjian  antarbangsa  (seperti  perjanjian
persahabatan, perjanjian perdamaian).

menurut hukum; secara hukum.

ajaran hukum melalui peradilan.
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SINOPSIS

Buku ini merupakan panduan komprehensif yang mencakup
berbagai aspek hukum, antara lain hukum ketatanegaraan,
perdata, pidana, acara pidana, acara perdata, perlindungan
konsumen, hukum dagang, dan hukum internasional. Diawali
dengan pembahasan mengenai pengertian hukum, tujuan, fungsi,
unsur-unsur, sistem hukum, dan perkembangan ilmu hukum.
Buku ini kemudian mendalami sistem hukum dan hukum
ketatanegaraan, termasuk pengertian, ciri-ciri, sumber, asas, dan
ruang lingkupnya. Kemudian mendalami hukum perdata dan
hukum administrasi negara, beserta pengertiannya, unsur-
unsurnya, sumbernya, objeknya, subyeknya, dan ruang
lingkupnya. Kemudian mendalami hukum pidana dan hukum
acara pidana dengan fokus pada asas-asasnya dan perlindungan
konsumen. Buku ini diakhiri dengan pembahasan mengenai
hukum dagang dan asas-asas hukum internasional, termasuk
pengertian, sejarah, sumber, tujuan, pokok bahasan, dan
bentuknya.
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